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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan
dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf,
sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan
huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya

dengan huruf latin.

Huruf Nama :
Huruf Huruf Latin Nama
Arab .
Latin
| Alif gi'garﬁbangkan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
< sa S es (dengan titik di atas)
d Jim Je
ha(dengan titik di
< ha h bawah)
¢ Kha Kh kadan ha
3 Dal D De
4 sal ; zet (dengan titik di
atas)
J Ra R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
U Syin Sy es dan ye
q es (dengan titik di
s | 3 bawah)
. de (dengan titik di
o dad d bawah)
te (dengan titik di
= a ! bawah)
. zet (dengan titik di
5 «a ¢ bawah)
g ‘ain Koma terbalik di atas
£ Gain G Ge
] Fa F Ef
3 Qaf Q Ki
d Kaf K Ka
J Lam L El
a Mim M Em




O Nun N En

3 Wau W We

o Ha H Ha

s Hamzah Apostrof
S Ya Y Ye

2. Vokal
Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal
atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya
berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin | Nama
— fathah A A
_—— Kasrah I I

§y — dommah U U

b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya
berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan

huruf.
Tanda dan Nama Gabungan | Nama
Huruf
..... Y fathah dan ya Ai adani
J oo fathah dan wau Au adanu

¢. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf
Nama dan Nama
Huruf
Tanda
- fathah dan alif atau 5 a dan garis
20 ya atas
- I dan garis
Genger Kasrah dan ya i di bawah
y _ u dan garis
Seeee dommah dan wau u di atas

3. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.
a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat
fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.



b. Ta marbutahmati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat

sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah di ikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut di lambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan
huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:
J'. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti
oleh huruf gamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang
diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,
yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang
langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf gamariah adalah kata sandang yang
diikuti oleh huruf gamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang
digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah
Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan
diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan,
karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan
maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua
cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf
capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.
Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya
huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan
kalimat. Bilanama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan
huruf capital tetap huruf awal nama diri tesebut, bukan huruf awal kata
sandangnya.



Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan
kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak
dipergunakan.

9. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan ke fasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena
itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-
Latin. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan
Lektur Pendidikan Agama.



ABSTRAK

Nama : Riza Wahyuni
Nim : 1410300028
Judul :Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal

Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit Masyarakat (Studi di Kecamatan Panyabungan Kota)

Penyakit masyarakat adalah fenomena sosial yang sudah ada sejak
manusia diciptakan. Penyakit masyarakat semakin marak berkembang sesuai
dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin modren sehingga
menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Untuk menanggulangi hal tersebut
kabupaten Mandailing Natal telah menetapkan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun
2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat. Penyakit
masyarakat yang diatur di dalam peraturan daerah tersebut meliputi perzinaan dan
tindakan yang mengarah ke perzinaan, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan
narkotika serta obat-obatan terlarang, tayangan porno dan pornografi. Namun
penegakan Peraturan daerah masih belum berjalan dengan efektif karena masih
banyak pelanggaran yang terjadi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pelanggar yang
semakin meningkat setiap tahunnya terutama minuman keras dan perzinaan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penegakan peraturan
daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal? Bagaimana efektifitas pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat? Apa faktor-faktor yang
menyebabkan tidak efektifnya Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal
Nomor 7 tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Masyarakat?.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ialah melalui
wawancara dan dokumentasi. Tahapan dalam pengolahan data yang digunakan
yaitu seleksi data, pemeriksaan data, klasifikasi data dan penyusunan data.

Hasil dari penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa penegakan
Peraturan Daerah Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat khususnya oleh satuan polisi pamong
praja dan dinas sosial sudah melaksanakan kewajibannya, dengan melakukan
razia secara rutin dua puluh lima hari dalam satu bulan, dinas sosial juga sudah
melakukan pembinaan bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran.
Problematika yang dialami dalam penegakan peraturan daerah Mandailing Natal
Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Masyarakat khususnya di daerah Kecamatan Panyabungan Kota adalah sosialisasi
yang tidak merata sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui
tentang peraturan daerah tersebut, kurangnya kesadaran masyarakat, faktor
ekonomi dimana lapangan pekerjaan sangat minim, kurangnya pengawasan
orangtua pada anaknya karena sebagian besar yang melakukan pelanggaran adalah
anak dibawah umur atau belum menikah, dan tidak ada dimuat sanksi yang tegas
dalam peraturan daerah bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran.
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A.

BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat).
Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta
kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang sehingga tujuan negara Indonesia
seperti yang tertuang dalam kitab Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia dapat terwujud. Di dalam hukum ada berbagai aturan yang harus
dihormati, ditaati dan dilaksanakan oleh setiap warga negara.

Setiap orang memiliki kecendrungan untuk melakukan penyimpangan
dari jalur yang telah ditentukan berdasarkan norma hukum yang berlaku dalam
masyarakat untuk mencapai tujuannya. Apabila berbagai kepentingan tersebut
dilanggar, maka diperlukan upaya penanggulangan.*

Menurut G.P Hoefnagels, sebagaimana dikutip oleh Berda Nawawi
Arief, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui:

1. Penerapan hukum pidana (criminal law aplication)

2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) dan

3. Mempengaruhi  pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan
pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and

pumishment atau mass media).?

23.

'Rachmad K. Dwi Susilo, Integrasi llmu Sosial (Yogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2005), him.

’Barda Nawawi Arief, Bunga Rampia Kebijakan Hukum Pidana (Bandung: PT. Citra

Aditya Bakti, 2002), him. 42.



Ketidak sesuaian antara perilaku seseorang dengan norma-norma yang
ada dan dijunjung tinggi oleh masyarakat disebut dengan istilah penyakit
masyarakat. Penyakit masyarakat sering juga disebut patologi sosial. Kata
patologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dua kata yaitu pathos dan
logos. Pathos ialah penderitaan atau penyakit dan logos yang berarti ilmu.
Kata sosial dapat diterjemahkan sebagai tempat atau wadah pergaulan hidup
antara manusia yang perwujudannya berupa kelompok manusia yang
berinteraksi atau berhubungan secara timbal balik.’

Menurut Soekamto penyakit masyarakat adalah suatu gejala dimana
tidak ada persesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan sehingga
dapat membahayakan kehidupan kelompok atau yang merintangi pemuasan
keinginan fundamental dari anggota-anggotanya, akibatnya pengikatan sosial
patah sama sekali.*

Penyakit masyarakat adalah fenomena sosial yang sudah ada sejak
manusia diciptakan. Penyakit masyarakat selalu aktual untuk dibicarakan
dikarenakan selalu senantiasa ada ditengah-tengah kehidupan kita. Penyakit
masyarakat merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Problem
penyakit masyarakat di Kecamatan Panyabungan Kota sebagai ibu kota
Kabupaten Mandailing Natal berkembang seiring perkembangan ekonomi dan
pembangunan dan teknologi yang semakin modren. Keberadaan penyakit

masyarakat khususnya prostitusi, minuman keras telah menimbulkan

®Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid 1 ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013),
him. 1.

*Neng Djubaeda, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Ditinjau dari Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2010), him. 12.



keresahan oleh masyarakat kabupaten Mandailing Natal khususnya di
Kecamatan Panyabungan Kota sebagai pusat kota Kabupaten Mandailig Natal.

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang pemerintah daerah ternyata hal ini cukup meyakinkan bahwa
peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda mempunyai tendensi yang
kuat untuk menjawab kebutuhan konkrit dan faktual tentang permasalahan
yang muncul di tengah masyarakat.’Pengertian Perda menurut UU 28 Tahun
2009 Pasal 1 Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh
DPRD Provinsi dan/atau daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan kepala
daerah.®

Berlandaskan pada hukum positif di Indonesia, dimana pengaturan
mengenai  penegakan hukum masalah sosial atau masyarakat selain
diselenggarakan oleh pemerintah pusat juga diselenggarakan secara otonom
pengaturannya kepada pemerintah daerah. Perda adalah salah satu bentuk
kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur ketentuan-
ketentuan tertentu di daerah yang dapat memuat sanksi-sanksi sebagaimana
layaknya undang-undang namun sanksi tersebut bersifat limitatif. Beberapa
pengaturan daerah tersebut berwenang untuk membuat peraturan daerah untuk

mengatasi persoalan sosial masyarakat di daerah masing-masing.’

*Kuntana Magnar, Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah
Adminstratif (Bandung: CV. Armico, 1984), him. 24.

®Sujamto, Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), him.118.

"Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum (Jakarta: Kencana, 2004), him. 35.



Berdasarkan hierarki perundang-undangan dasar hukum Perda juga
dimuat di dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPPU Jenis dan hierarki peraturan
perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Perda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.®

Dalam hal ini pemerintah Mandailing Natal membuat aturan berupa
peraturan daerah yang dapat mengontrol penyakit masyarakat di Mandailing
Natal. Langkah untuk menanggulangi permasalahan penyakit masyarakat,
Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal membuat peraturan daerah yang
dapat mengatur tentang permasalahan penyakit masyarakat dalam Perda
Nomor 7 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Masyarakat dan Perda ini sudah ditetapkan oleh bupati Mandailing Natal
ditetapkan sejak tanggal 4 Agustus tahun 2003.°

Dalam Perda tersebut diatur macam-macam penyakit masyarakat yang

meliputi perzinaan dan tindakan yang mengarah perzinaan, perjudian,

8HM Arief Muljadi, Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah Dalam Negara
Kesatuan RI (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), hIm. 61.

Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 tahun 2003 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.



minuman keras, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, dan
segala bentuk penyiaran dan tayangan porno dan pornografi.

Perda ini telah disosialisasikan kepada masyarakat yang diikuti dengan
penerbitan di media cetak. Tidak hanya itu, Dinas Sosial juga telah melakukan
sosialisasi tentang Perda Nomor 7 Tahun 2003. Pelaksanaan dan pengawasan
Perda ini pemerintah juga dibantu oleh Polisi dan Satpol PP. *°

Akan tetapi meskipun telah dibuat Perda yang memuat tentang
permasalahan penyakit masyarakat yang bertujuan untuk menanggulangi
penyakit masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang ada
di dalam masyarakat namun masih banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran
yang terjadi di lapangan.*!

Dimana masih banyak ditemui kasus pelanggaran penyakit masyarakat
setelah diberlakukannya PerdaNomor 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal. Fakta
dilapangan yang terjadi setelah diberlakukannya Perda belum berjalan sesuai
dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya
angka pelanggaran setiap tahunnya. Peningkatan mencapai lima puluh persen,
dimana angka pelanggaran pada tahun 2016 hanya 49 kasus dan meningkat
menjadi 104 kasus di tahun 2017.

Kabupaten Mandailing Natal dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1988 tetang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Il

Toba Samosir dan Kabupaten Tingkat Il Mandailing Natal. Kabupaten

1011
Ibid, him. 6.
"wawancara Dengan Muhammad Riski M.H Kepala Bagian Hukum di Kantor Bagian
Hukum Kabupaten Mandailing Natal tanggal 28 Desember 2017.



Mandailing Natal adalah pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan.
Kabupaten Mandailing Natal terletak pada 0°10' - 1°50" Lintang Utara dan
98°10' - 100°10" Bujur Timur ketinggian 0 - 2.145 m di atas permukaan laut.
Luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal + 6.620,70 km2 atau 9,23 persen
dari wilayah Sumatera Utara.*?

Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 23 Kecamatan dan 386
Desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk 413.750 jiwa, laki-laki 203.565
jiwa atau 49.20 % dan perempuan 210.185 jiwa atau 50.80 %. Dan tingkat
pertumbuhan 1,42 % pertahun.™®

Mandailing Natal sejak dulu dikenal dengan kehidupan masyarakat
yang agamis dan juga dikenal dengan sebutan kota santri, hal ini dibuktikan
dengan dimana jumlah pondok pesantren di Mandailing Natal berjumlah tiga
puluh tiga pondok pesantren yang tersebar diseluruh wilayah Mandailing
Natal. Salah satu pondok pesantren tertua di Sumatera Utara Ponpes
Pesantren Musthafawiyah juga terdapat di Mandailing Natal yang terletak di
desa Purba Baru dengan jumlah mencapai 7000-8000 santri/santriwati yang
berasal dari berbagai daerah provinsi di Indonesia.**

Dalam kehidupan masyarakat yang agamis, keberadaan generasi muda
sangat diperhatikan, karena generasi muda adalah generasi yang diharapkan
memberikan pengaruh yang baik bagi masyarakat dan agama. Namun seiring

dengan perkembangan dan kemajuan zaman, kehidupan masyarakat kabupaten

'2H. pandapotan Nasution, Mandailing dan Adatnya (Mandailling Natal: CV. Pencerahan
Mandailing, 2016), him. 1.

3BPS Mandailing Natal, Mandailing Natal Dalam Angka 2008 (BPS Mandailing Natal:
2008), him. 7.

“Ibid, him. 19.



Mandailing Natal yang dulunya kental dengan nilai dan pengaruh agama yang
kuat sudah mulai luntur dan berkurang.

Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Mandailing Natal
yang agamis sudah mulai hilang. Hal ini juga sangat meresahkan masyarakat
Mandailing Natal karena semakin meluasnya pelanggaran penyakit
masyarakat yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal. Penyakit masyarakat
yang sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran agama dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Mandailing Natal.

Masyarakat Mandailing Natal yang dikenal religius sesuai dengan
motto daerah Mandailing Natal negeri beradat taat beribadat dan madina yang
madani sudah tidak sesuai lagi. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya
pelanggaran penyakit masyarakat yang terjadi. Sehingga perlu dilakukan
penanggulangan agar tercipta masyarakat yang religius dan taat akan hukum.

Berbagai faktor-faktor penyebab dari penyakit masyarakat ini, antara
lain adalah tidak adanya sanksi yang tegas yang dimuat di dalam Perda
terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Perda nomor 7
tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat ini
sehingga masyarakat tidak jera melakukan pelanggaran, kurangnya
pengetahuan dibidang agama yang memadai, kurangnya pengawasan dari para
orang tua, faktor ekonomi dan di tambah lagi dengan faktor media tekonologi

informasi yang ada tidak digunakan sebagaimana mestinya. Keberadaan



internet, handphone dan media-media teknologi lainnya menyebabkan
penyakit masyarakat semakin marak terjadi.™

Dari permasalahan uraian diatas penulis tertarik mengkaji dan meneliti
dalam bentuk Skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS PERATURAN

DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR 7 TAHUN

20038 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

PENYAKIT MASYARAKAT DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

STUDI DI KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi
rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal
Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Masyarakat?

2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit Masyarakat?

3. Apa faktor-faktor yang menyebabkan efektif atau tidak efektifnya
Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 tahun 2003

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat?

™Wawancara Dengan Muhammad Riski M.H Kepala Bagian Hukum di Kantor Bagian
Hukum Kabupaten Mandailing Natal tanggal 28 Desember 2017.



C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a.

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Mandailing Natal Nomor 7 tahun 2003 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing
Natal Nomor 7 tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit Masyarakat.

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan efektif atau
tidak efektifnya Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7

tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

D. KegunaanPenelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

2.

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dengan mencoba
sejauh mana ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di perkuliahan dan
praktek di lapangan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan
informasi bagi masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal
tentang bagaimana pelaksanaan peraturan daeran Nomor 7 tahun 2003
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat agar dapat

terealisasikan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.

. Bahan pertimbangan kepada peneliti lain yang memiliki keinginan untuk

membahas topik permasalahan yang sama.
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4. Untuk melengkapi sebagian persyaratan dan tugas yang di butuhkan untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Tata Negara
pada Fakultas Syariah dan llmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

E. Batasan Istilah

1. Efektivitas diambil dari kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu
effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan
baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan
penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.*®

2. Perda merupakan produk hukum yang dibentuk oleh pemerintahan daerah.
Perda sebagai produk hukum daerah merupakan bentuk hukum yang
tertulis yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara
umum.*’

3. Penyakit masyarakat adalah suatu gejala dimana tidak ada persesuaian
antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan sehingga dapat

membahayakan kehidupan kelompok atau yang merintangi pemuasan
keinginan fundamental dari anggota-anggotanya, akibatnya pengikatan
sosial patah sama sekali.*®
4. Sistematika Pembahasan
Untuk memudahkan terhadap pemahaman terhadap skripsi ini, peneliti

mengklasifikasikannya ke dalam beberapa bab, sebagai berikut:

‘*Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2005), him. 9.

YKuntana Magnar, Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah
Adminstratif (Bandung CV. Armico 1984), him. 35.

*Neng Djubaeda, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Ditinjau dari Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2010). hIm.87.
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Bab I: Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan
Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Sistematika
Pembahasan.

Bab Il: Landasan Teori, yang terdiri dari:Peraturan Daerah, Pengertian
Penyakit Masyarakat, Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor
7 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Masyarakat,
Efektivitas Hukum.

Bab Ill:Metodologi Penelitian yang terdiri: Lokasi Penelitian dan
Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Informan Penelitian, Jenis dan Sumber
Penelitian, Pengolahan Data, Analisis Data, Teknik Keabsahan Data.

Bab 1V: Data Geografis dan hasilpenelitian terhadap efektivitas
PeraturanDaerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang
Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Masyarakatdi Kabupaten
Mandailing Natal.

Bab V: Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.
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BAB I1

LANDASAN TEORI

A. Peraturan Daerah
1. Pengertian Peraturan Daerah

Sistem pemerintahan Indonesia mengenal adanya pembagian
kewenangan baik antara kewenangan pemerintah pusat maupun
kewenangan pemerintah daerah. Perda merupakan produk hukum yang
dibentuk oleh pemerintahan daerah. Perda sebagai produk hukum daerah
merupakan bentuk hukum yang tertulis yang berisi aturan tingkah laku
yang bersifat mengikat secara umum.?

Pengertian Perda umumnya dapat kita jumpai dalam beberapa
peraturan perundang-undangan diantaranya :

1. UU No. 32 Thn 2004 Pasal 1 angka 10 Peraturan daerah selanjutnya
disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan
daerah kabupaten/kota.

2. UU 28 Tahun 2009 Pasal 1 Peraturan Daerah adalah Peraturan
perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dan/atau
daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

3. UU PPPU Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan
Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Pasal 1 angka 8

!Kuntana Magnar, Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Adminstratif
(Bandung CV. Armico 1984), him. 35.
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Peratursan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-
undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

4. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 25 Peraturan Daerah
yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain
adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

2. Unsur Muatan Peraturan daerah

Dengan melihat beberapa pengertian Perda yang dimuat dalam
beberapa peraturan perundang-undangan maka dapat dilihat beberapa
unsur dari Perda tersebut yakni :

1. Merupakan suatu bentuk peraturan,

2. Adanya persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah,

3. Berlaku hanya di daerah yang membentuknya,

4. Perda provinsi dibentuk oleh DPRD provinsi bersama-sama dengan
Gubernur dan Perda Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD
Kabupaten/Kota dengan Bupati/Walikota.?

Perda adalah semua peraturan yang dimuat oleh pemerintah
setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi
derajatnya. Materi Perda secara umum memuat antara lain:

1. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang

berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah.

2Soehino, Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah (Yogyakarta, Edisi
Pertama, Cetakan Pertama, BPFE 1991), him. 16.
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2. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembuatan, dengan demikian
Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka
melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengurus dan mengatur
urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Perda merupakan legalitas
untuk mendukung pemerintah provinsi sebagai daerah otonom.

Kewenangan daerah membentuk peraturan daerah merupakan
manfestasi dari otonomi daerah. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18
mengakui adanya kewenangan daerah yang didasari pada asas otonomi
daerah. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah diberikan wewenang untuk membentuk peraturan daerah
sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 136 Undang-Undang
nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dengan ketetapan
sebagai berikut:

a. Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan
bersama DPRD.

b. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah

provinsi/ kabupaten/kota dan tugas pembantuan.

3Pasal 1 angka 6 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
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c. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran
lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

d. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan
dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU PPPU Jenis dan
hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah;

5. Peraturan Presiden;

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Dasar Hukum Peraturan Daerah
Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah

diundangkan dalam lembaran daerah.*Dasar hukum pengaturan Perda
yaitu:

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1945;

b. Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan di Daerah;

c. Undang-Undang No. 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-

daerah Indonesia Timur;

“HM Arief Muljai, Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah Dalam Negara
Kesatuan RI (Jakarta: Prestasi Pustaka 2005), him 61.
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. Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
Daerah;

. Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah;

. Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1960;Undang-Undang No. 18 Tahun
1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;

. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
di Daerah;

. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

I. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

beserta berbagai peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan pada tahun

1999 dan tahun 2000;

j. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah beserta peraturan-peraturan
pelaksanaannya;

. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sampai sekarang.

. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah beserta peraturan-peraturan
pelaksananya.

.Undang-undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota.

. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
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4. Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah

Pengaturan mengenai peraturan daerah dalam UU No. 32 Thn
2004 diatur secara khusus dalam BAB VI mengenai peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut tahapan yang
harus dilewati dalam pembentukan peraturan daerah yakni :

1. Tahap persiapan;

2. Tahap pembahasan, persetujuan bersama dan penetapan/pengesahan;
3. Tahap penyebarluasan;

4. Tahap klarifikasi dan evaluasi;

5. Tahap pengundangan.

Perda yang baik hendaknya mencerminkan aspek filosofis yang
berkaitan dengan prinsip bahwa Perda akan menjamin keadilan, sosiologis
berkaitan dengan harapan bahwa Perda yang dibentuk merupakan
keinginan masyarakat daerah, dan yuridis berkaitan dengan harapan
bahwa Perda memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya
pembentukan undang-undang.®

5. Prinsip Peraturan Daerah

Prinsip mengenai Perda menurut undang-undang Nomor 10 Tahun

2004 mengatur beberapa prinsip mengenai Perda:

1. Kepala daerah menetapkan Perda dengan persetujuan DPRD,

Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia (Yogyakarta, Gajah Mada
University Press 1991). him.14.
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2. Perda dibentuk dalam penyelanggaran otonomi, tugas pembantuan dan
penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi.

3. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum,

4. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum
atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-
banyaknya lima juta rupiah

5. Keputusan kepala daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda.

6. Perda dan keputusan kepala daerah yang mengatur, dimuat dalam
lembaran daerah.

7. Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik
penyelenggaraan Perda.

Perda merupakan hasil Kkinerja bersama antara gubernur
bupati/walikota dengan DPRD , karena itu tata cara membentuk Perda
harus ditinjau dari beberapa unsur pemerintah tersebut, yaitu unsur DPRD
adalah peraturan daerah,merupakan satu bentuk produk legislatif tingkat
daerah. Karena itu tidak dapat terlepas dari DPRD . Keikutsertaan DPRD
membentuk Perda bertalian dengan wewenang DPRD dibidang legislatif
atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang
fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan, hak inisiatif, hak amandemen,
persetujuan atas rancangan peraturan daerah (ranPerda). Unsur partisipasi

adalah partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaaan pihak-pihak luar
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DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun dan membentuk ranPerda
dan Perda.
B. Penyakit Masyarakat
1. Pengertian penyakit masyarakat

Di dalam hukum ada berbagai aturan yang harus dihormati, ditaati
dan dilaksanakan oleh setiap warga negara. Setiap orang memiliki
kecenderungan untuk melakukan penyimpangan dari jalur yang telah
ditentukan berdasarkan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat
untuk mencapai tujuannya. Apabila berbagai kepentingan manusia tersebut
dilanggar, maka diperlukan upaya penanggulangannya.

Penyakit masyarakat disebut juga patologi sosial. Kata patologi
berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dua kata yaitu pathos ialah
penderitaan, penyakit dan logos yang berarti ilmu. Dan kata sosial dapat
diterjemahkan sebagai tempat atau wadah pergaulan hidup antara manusia
yang perwujudannya berupa kelompok manusia yang berinteraksi atau
berhubungan secara timbal balik.

Sedangkan Menurut Soekamto patologi sosial adalah suatu gejala
dimana tidak ada persesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan
sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok atau yang merintangi
pemuasan keinginan fundamental dari anggota-anggotanya, akibatnya

pengikatan sosial patah sama sekali.®

®Neng Djubaeda, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Ditinjau dari Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2010). hIm.87.



20

Penyakit masyarakat adalah fenomena sosial yang sudah ada sejak
manusia diciptakan. Penyakit masyarakat merupakan permasalahan yang
sangat kompleks . Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
(rechtsstaat). Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia agar
tercipta kehidupan yang selaras, serasi, seimbang sehingga tujuan negara
Indonesia seperti yang tertuang dalam Kitan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia dapat terwujud.’

Penyakit masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi
ditengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau
meresahkan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan agama dan adat
serta tata krama kesopanan.

Di Indonesia masalah penyakit masyarakat ini sudah di atur dalam
ketetapan MPRS Tahun 1960, di dalam ketetapan disebutkan ada beberapa
gejala sosial dimana terjadi sebuah gejala yang mempengaruhi keadaan
sosial masyarakat dimana kemudian masyarakat tidak bisa menjalankan
seluruh fungsi sosialnya.

Di dalam Ketetapan MPR Tahun 1960 disebutkan bahwa penyakit
masyarakat ini yang pertama adalah berkaitan dengan pengemisan, yang
kedua berkaitan dengan perjudian, ketiga berkaitan dengan pelacuran, dan
yang keempat adalah pemabukan atau bermabuk-mabukan dimuka

umum.8

"Ibid, him. 211.
8http://www.crayonpedia.org/ (Diakses pada, 14 Juni 2017, pukul 21:45)


http://www.crayonpedia.org/mw/BAB_6._PENYAKIT_SOSIAL_SEBAGAI_AKIBAT_PENYIMPANGAN_SOSIAL_DAN_UPAYA_PENCEGAHANNYA
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Ruang lingkup penyakit masyarakat menurut Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara dalam penjelasan pasal
15 ayat (1) huruf ¢ berbunyi “mencegah dan menanggulangi tumbuhnya
penyakit masyarakat” yang dimaksud penyakit masyarakat antara lain
pengemis dan gelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan
narkotika, pemabukan, Perdagangan manusia, penghisapan/praktek lintah
darat, dan pengutan liar.°

Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961
Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara yang termasuk
dalam penyakit masyarakat adalah: pengemisan, pelacuran, perjudian,
pemadatan, pemabukan, Perdagangan manusia, penghisapan (woeker), dan
pergelandangan tetapi karena keterbatasan kajian di atas baru dapat
menyajikan beberpa concoh penyakit masyarakat yaitu narkoba, miras,
judi, prostitusi/pelacuran, HIV/AIDS, tindakan kriminal.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7
tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
tersebut diatur macam-macam penyakit masyarakat yang meliputi
perzinaan dan tindakan yang mengarah perzinaan, perjudian, minuman
keras, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, dan segala
bentuk penyiaran dan tayangan porno dan pornografi.

Yang dimaksud dengan perzinaan menurut pengertian masyarakat

luas adalah persenggamaan antara pria dan wanita tanpa terikat oleh

® Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Penjelasan Ketentuan-Ketentuan
Pokok Kepolisian Negara Yang Termasuk Dalam Penyakit Masyarakat. him.7.
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piagam pernikahan yang sah. Perzinaan menurut Depertemen Agama
Republik Indonesia adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria
dan wanita di luar pernikahan, baik pria maupun itu sudah pernah
melakukan hubungan kelamin yang sah, ataupun belum di luar ikatan
perkawinan yang sah dan bukan karena kekeliruan.

Menurut Perdanomor 7 tahun 2003 perzinaan adalah hubungan
seksual di luar ikatan pernikahan, baik yang dilakukan dengan suka sama
suka, maupun secara paksa oleh salah satu pihak dengan adanya
pemberian atau janji pemberian, baik dilakukan oleh yang berlainan jenis
kelamin atau sama.

Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol
adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan
kesadaran. Sehingga otak tidak berfungsi secara utuh sehingga dapat
menimbulkan masalah.

Minuman keras menurut Perda nomor 7 tahun 2003 adalah
minuman yang mengandung alkohol dan/atau segala jenis minuman yang
dapat memabukkan sehingga mengganggu metabolisme tubuh dan
mengganggu akal sehat.

. Ruang Lingkup Penyakit Masyarakat

Sedangkan Adapun ruang lingkup Penyakit Masyarakat Menurut

Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 tahun 2003,

yaitu:

11bid, him. 16.
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a. Perzinaan dan tindakan yang mengarah ke perzinaan;

b. Perjudian;

c. Minuman keras;

d. Penyalahgunaan narkotika serta obat-obatan terlarang; dan

e. Tayangan porno dan pornografi.

3. Tujuan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
Tujuan pemberantasan penyakit masyarakat berdasarkan peraturan
daerah Mandailing Natal Nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan
pemberantasan penyakit masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Menerapkan prinsip-prinsip dan pilosofi “ombardo adat dohot agama”;

b. Melindungi masyarakat terhadap adanya berbagai bentuk kegiatan
dan/atau perbuatan maksiat;

c. Mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan
dan/atau perbuatan maksiat yang terjadi;

d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan
memberantas terjadinya serta meluasnya perbuatan.'?

4. Kebijakan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
Suatu kebijakan dapat terbentuk dengan adanya dorongan atau
dukungan dari pihak yang membutuhkan suatu kebijakan tersebut guna
untuk mengatasi masalah yang terjadi di lingkungan sosialnya. Kebijakan

merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengatasi suatu masalah

2Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 tahun 2003 Tentang
Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.



24

yang sedang terjadi. Dengan adanya dukungan yang kuat, berarti pihak

tersebut sangat membutuhkan suatu kebijakan itu untuk mengatasi

masalah dalam lingkungan sosialnya.

Kebijakan Pemberantasan Penyakit Masyarakat merupakan cara

yang efektif untuk mengendalikan penyimpangan-penyimpangan perilaku

yang ada dalam masyarakat. Landasan hukum Pemberantasan Penyakit

Masyarakat, yaitu:

1

N

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan

Pokok Kepolisian Negara tentang penyakit masyarakat;

. Peraturan Daerah Bantul Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengawasan,

Pengendalian, Pengedaran, dan Larangan Penjualan Minuman Keras;

Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran

. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 tahun 2003

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat;

. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 tahun 2003 tentang Larangan

gelandangan, pengemisan dan praktek susila;

. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2007 tentang

Pelarangan, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkhohol;

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Rl dalam

mencegah Penyakit Masyarakat.
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5. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Penyakit Masyarakat
Beberapa hal yang menyebabkan seseorang dapat berbuat hal-hal
yang menyimpang dari aturan yang ada Menurut Wilnes, terdapat 2 faktor

penyebab terjadinya perilaku menyimpang terjadi, antara lain adalah:

a. Faktor subjektif, yang mana merupakan faktor yang berasal dari
individu itu sendiri ataupun sifat bawaan dari sejak lahir.

b. Faktor objektif, yang mana merupakan faktor yang berasal dari luar
individu tersebut (lingkungan) semisal kondisi keluarga, hubungan
orang tua dan anak, dan lainnya
a. Proses Sosialisasi Yang Tidak Sempurna

Karena ketidakmampuan di dalam menyerap norma-norma
budaya ke dalam kepribadiannya, membuat seorang idnividu tidak
akan mampu untuk membedakan antara perilaku yang tidak pantas
maupun pantas dilakukan. Hal ini dikarenakan proses sosialisasi
yang terjadi berjalan tidak sempurna, dimana agen-agen sosialisasi
yang ada tidak dapat menjalankan peran serta fungsi nya dengan
baik.

Misalnya saja individu yang berasal dari kondisi
keluarga broken home, yang mana kedua orang tua tidak mendidikan
anak dengan sempurna tentu saja membuat anak tersebut tidak
mengetahui kewajiban serta hak nya di dalam keluarga maupun

masyarakat. Hal ini lah yang menyebabkan perilaku yang terlihat
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pada anak tersebut akan cenderung tidak mengenal sopan santun,

disiplin, dan lainnya.*®

. Proses Belajar Yang Menyimpang

Individu yang melakukan perilaku-perilaku menyimpang
biasanya dikarenakan sering melihat atau membaca tayangan-
tayangan yang membahas mengenai perilaku menyimpang. Sehingga
perbuatan menyimpang yang mereka lakukan karena proses belajar
yang menyimpang. Misalnya saja anak yang melakukan perilaku
kejahatan dikarenakan melihat tayangan mengenai cara melakukan
kejahatan ataupun membaca artikel yang menjelaskan tentang
tindakan kriminal. Hal ini juga berlaku pada penjahat-penjahat kelas
kakap yang mana mengawali kejahatannya dengan melakukan
tindakan-tindakan kecil yang kemudian meningkat seiring dengan
perjalanan waktu diakibatkan dari proses belajar menyimpang yang

dilakukan.

. Kesenjangan Sosial

Adanya perbedaan status yang mana mengarah pada
kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat, terutama pada kaum
kaya dengan kaum miskin yang terlihat mencolok akhirnya dapat

menimbulkan rasa iri serta dengki yang mana memicu terjadinya

8Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid 1 ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013),

him. 176.
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tindakan pencurian, penghinaan, pembunuhan dan tindakan
menyimpang lainnya.*
d. Ketegangan Antara Kebudayaan dan Struktur Sosial

Ketegangan yang terjadi antara kebudayaan dan struktur
sosial di masyarakat menyebabkan munculnya tindakan-tindakan
menyimpang. Hal ini dikarenakan dalam pencapaian tujuan
seseorang tidak mendapatkan peluang, sehingga dalam mencapai hal
tersebut seseorang akan mengupayakan peluang itu sendiri. Sehingga
munculah perilaku-perilaku menyimpang di masyarakat. Misalnya
saja penguasa Yyang menindas rakyat secara terus menerus
menyebabkan rakyat akhirnya memberontak dan melawan penguasa
tersebut. Entah pemberontakan dilakukan terbuka ataupun tertutup,
semua hal tersebut dilakukan agar mencapai tujuan yang diinginkan
meskipun caranya belum tentu benar.

e. Nilai dan Norma Terlalu Longgar

Seharunya pelaku tindakan-tindakan menyimpang haruslah
dibina dengan baik agar kembali pada jalan benar sebelumnya.
Namun beberapa lingkungan masyarakat malah membiarkannya
begitu saja, sehingga membuat faktor penyebab terjadinya perilaku
menyimpang terus saja terjadi. Hal ini mungkin dikarenakan
masyarakat tersebut terlalu sibuk dengan aktivitas dan rutinitas yang

dilakukannya setiap hari sehingga membuatnya terasa lelah untuk

“Ibid, him. 178.
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membina pelaku tindakan menyimpang. Sehingga malah membuat
tindakan-tindakan menyimpang tersebut semakin merajalela.
. Proses Sosialisasi Subkebudayaan Menyimpang

Subkebudayaan merupakan sebuah kebudayaan khusus yang
mana norma-norma yang di dalamnya bertentangan dengan norma
kebudayaan yang dominan. Unsur budaya yang menyimpang
tersebut meliputi nilai serta perilaku yang ada di dalam anggota-
anggota kelompok tersebut yang mana bertentangan dengan aturan
yang ada di lingkungan masyarakat. Misalnya saja kelompok
menyimpang seperti kelompok pengguna narkoba, kelompok
penjahat, kelompok pencurian motor, dan lainnya.
. Ikatan Sosial Yang Berlainan

Pada umumnya setiap orang memiliki hubungan dengan
beberapa kelompok lainnya. Jika pergaulan yang dilakukannya
tersebut memiliki pola-pola perilaku menyimpang, maka tentu saja
akan sangat memungkinkan jika individu tersebut akan mencontoh
perilaku-perilaku yang menyimpang tersebut.
. Ketidakpuasan

Mungkin ada beberapa individu ataupun kelompok yang
tidak merasa puas dengan kondisi lingkungan masyarakat saat ini.
Sehingga mereka merasa untuk perlu melakukan sebuah perubahan
yang mana perubahan yang dilakukannya tersebut sangat

menyimpang dari nilai dan norma yang ada di masyarakat tersebut.
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Misalnya saja ada sebuah kelompok masyarakat yang anti kepada
pendidikan dan menganggap jika semua orang yang sedang
menempuh pendidikan tersebut merupakan orang-orang Yyang

menyimpang.®®

I. Kondisi Keluarga Berantakan

Kondisi keluarga yang berantakan atau broken home dapat
menyebabkan terjadinya perilaku-perilaku menyimpang pada diri
seseorang. Hal ini bisa disebabkan karena penceraian ataupun
perselingkuhan yang ada menyebabkan anggota keluarga di
dalamnya tidak nyaman di dalam rumah bahkan menyebabkan
situasi menjadi saling diam dan saling ribut. Sebagai pelampiasan
dari rasa tersebut akhirnya anggota keluarga yang ada malah

melakukan kegiatan-kegiatan menyimpang.

j. Sikap Mental

Sikap mental pada individu akan sangat mempengaruhi
seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan menyimpang. Sikap
mental yang merasa tidak pernah malu melakukan sebuah kesalahan
akan menyebabkan seseorang akan terus berbuat menyimpang. Jika
sikap mentak tersebut dapat diarahkan ke dalam hal-hal yang positif
maka tentu saja dapat membuat individu tersebut menjadi pimpinan

yang hebat.

him. 63.

1> Rachmad K. Dwi Susilo, Integrasi IImu Sosial (Jogjakarta: AR-RUZZ Media, 2005),
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k. Meningkatnya Putus Sekolah dan Pengangguran
Meningkatnya angka pemuda yang putus sekolah dan
menjadi  pengangguran dapat menyebabkan terjadinya faktor
penyebab  terjadinya perilaku menyimpang di  masyarakat.
Sebenarnya pemuda-pemuda tersebut bisa saja memiliki pekerjaan di
kantoran. Namun untuk bisa bekerja di kantoran tentu saja
membutuhkan sebuah keahlian, yang mana tidak di dapatkannya
karena harus putus sekolah. Padahal mereka juga harus memenuhi
kebutuhan sandang, pangan, dan papan nya. Sehingga membuatnya
mau tidak mau mengambil jalan pintas sepertipengemis, pengamen
jalanan yang akhirnya memicu tindakan menyimpang.
|. Desakan Kebutuhan Ekonomi
Adanya desakan kebutuhan ekonomi dapat memicu
seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan menyimpang di
masyarakat. Keinginan untuk merasa serba kecukupan tanpa perlu
bekerja susah payah dapat membuat seseorang akhirnya mengambil
jalan pintas seperti mencuri, merampok, dan lainnya.
m. Labelling
Pemberian labelling ataupun sebutan negatif yang ditujukan
pada seseorang meskipun hanya dalam sekali berbuat menyimpang
akan memberikan dampak negatif.*® Dirinya akan merasa terganggu

dengan pemberian label barunya tersebut dan akhirnya akan

81bid, him. 65.
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cenderung mengulangi perbuatan tersebut karena merasa sudah
terlanjur.
6. Dampak Penyakit Masyarakat
Berbagai bentuk penyakit masyarakat yang ada di masyarakat
akan membawa dampak bagi pelaku maupun bagi kehidupan masyarakat
pada umumnya.
a. Dampak Bagi Pelaku

Berbagai bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seorang

individu akan memberikan dampak bagi si pelaku. Berikut ini

beberapa dampak bagi si pelaku. Berikut ini beberapa dampak
tersebut:

1) Memberikan pengaruh psikologis atau penderitaan kejiwaan serta
tekanan mental terhadap pelaku karena akan dikucilkan dari
kehidupan masyarakat atau dijauhi dari pergaulan.

2) Dapat menghancurkan masa depan pelaku penyakit

3) Dapat menjauhkan pelaku dari Tuhan dan dekat dengan perbuatan
dosa

4) Perbuatan yang dilakukan dapat mencelakakan dirinya sendiri.’

b. Dampak Bagi orang lain/Kehidupan Masyarakat
Perilaku penyakit masyarakat juga membawa dampak bagi
orang lain atau kehidupan masyarakat pada umumnya. Beberapa di

antaranya adalah meliputi hal-hal berikut ini:

YIbid, hm. 79.
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1) Dapat menganggu keaamanan, ketertiban dan ketidak harmonisan
dalam masyarakat.

2) Merusak tatanan nilai, norma, dan berbagai pranata sosial yang
berlaku di masyarakat

3) Menimbulkan beban sosial, psikologis, dan ekonomi bagi keluarga
pelaku.

4) Merusak unsur-unsur budaya dan unsur lain yang mengatur

perilaku individu dalam kehidupan masyarakat.

C. Penelitian Terdahulu

No

Penelitian Judul Hasil

Skripsi Innayatul | Upaya Kesimpulan penelitian tersebut
Khasanah (2017) | Penanggula | yaitu penyakit masyarakat di
ngan Kabupaten Bantul setiap tahun
Penyakit mengalami penaikan dan
Masyarakat | penurunan yang disebabkan oleh
(PEKAT) di | faktor dimana upaya Yyang
wilayah dilakukan pemerintah Kabupaten
POLRES Bantul belum maksimal.di dalam
BANTUL menanggulangi masalah penykit
PERIODE | masyarakat di Kab. Bantul dengan
TAHUN upaya prepentif dan represif.

2013-1015 | 1. Melakukan penyuluhan kepada

masyarakat terutama nak-anak
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remaja dan orangtua tentang
penyakit masyarakat terutama
perjudian, miras, dan
pelacuran

2. Melakukan operasi pekat di
wilayah Kab.Bantul dimana
dalam  melakukan  operasi
pekat itu sendiri bekerja sama
dengan anggota masyarakat,
tokoh agama, tokoh pemuda,
dan instansi yang berkaitan
dengan pekat itu sendiri.

3. Memberikan hukuman atau
menjatuhkan pidana terhadap
pelanggaran pekat itu sendiri
sesuai undang-undang yang
berlaku atau Perda Kab.
Bantul.

Dalam melakukan upaya

penanggulangan kepolisian juga

memiliki hambatan antara lain
ringannya sanksi yang diberikan

kepada pelaku tindak pidana pekat
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itu sendiri dan seringnya terjadi
kebocoran informasi operasi yang

dilakukan kepolisian.®

D. Efektivitas Hukum
1. Pengertian Efektivitas

Pengertian Efektivitas Kata efektif berasal dari bahasa Inggris
yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil
dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai
ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai
sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah
pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau
kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap
sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.

2. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Hukum
Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut
Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut.
1. Faktor Hukum
Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan
kemanfaatan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud

nyata,sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika

18Skripsi Innayatul Khasanah (2017) yang berjudul Upaya Penanggulangan Penyakit
Masyarakat (PEKAT) di wilayah POLRES Bantul Periode Tahun 2017.



35

seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan
undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak
tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai
hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum
tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan
juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang
dalam masyarakat.
2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang
membentuk maupunmenerapkan hukum (law enforcement).
Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparatur penegak hukum
yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan
hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi
pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak
hukum. Faktor sarana atau fasilitas hukum fasilitas pendukung
secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai
tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang
berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung
mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,
organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang

cukup, dan sebagainya.'®

19 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2005), him. 9.
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3. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian
dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat
tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga
bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat.
Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit
penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah
sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang
kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga
harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial
dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagali
sarana pengatur perilaku masyarakat.

Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan
faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam
pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang
menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini
dibedakan sebab sebagai suatu sistem maka hukum mencakup,
struktur, subtansi, dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah
atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkup tatanan
lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga

tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya.?

2| bid
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Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak
perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain
menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut
mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan
yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang
diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika
peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang

diharapkan undang-undang.?

E. Penyakit Masyarakat Menurut Sosiologi

Penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang
dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat-istiadat,
hukum formal atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku
umum. llmu tentang masyarakat sosial atau penyakit masyarakat disebut
sebagai patologi sosial, yang membahas gejala-gejala sosial yang sakit
atau menyimpang dari pola perilaku umum yang disebabkan oleh faktor-
faktor sosial.

Penyakit sosial ini disebut pula sebagai penyakit masyarakat,
masalah sosiopatik, gejala disorganisasi sosial, gejala disintegrasi sosial,
dan gejala deviasi (penyimpangan) tingkah laku. Disebut sebagai penyakit

masyarakat karena gejala sosialnya yang terjadi di tengah masyarakat itu

21Sperjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers,
1982), him. 115.
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meletus menjadi “penyakit”. Dapat disebut pula sebagai struktur sosial
yang terganggu fungsinya, disebabkan oleh faktor-faktor sosial.

Disebut sebagai masalah sosiopatik karena peristiwanya
merupakan gejala yang sakit secara sosial, yaitu terganggu fungsinya
disebabkan oleh stimuli sosial. sepuluh Penyakit sosial disebut pula
sebagai disorganisasi sosial karena gejalanya berkembang menjadi ekses
sosial yang mengganggu keutuhan dan kelancaran berfungsinya organisasi
sosial.?

Selanjutnya dinamakan pula sebagai disintegrasi sosial, karena
bagian satu struktur sosial tersebut berkembang tidak seimbang dengan
bagian-bagian lain sehingga prosesnya bisa menggangu, menghambat,
atau bahkan merugikan bagian-bagian lain, karena tidak dapat
diintegrasikan menjadi satu totalitas yang utuh. Semua tingkah laku yang
sakit secara sosial tadi merupakan penyimpangan sosial yang sukar
diorganisir, sulit diatur dan ditertibkan sebab para pelakunya memakai
cara pemecahan sendiri yang non controversial, tidak umum, luar biasa
atau abnormal sifatnya.

Biasanya mereka mengikuti kemauan dan cara sendiri demi
kepentingan pribadi. Karena itu deviasi tingkah laku tersebut dapat
mengganggu dan merugikan subjek pelaku sendiri dan/atau masyarakat

luas.

him. 4.

22 Kartini Kartono, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja (Jakarta: Rajawali Pres, 1992),
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Deviasi tingkah laku ini juga merupakan gejala yang
menyimpang dari tendensi sentral, atau menyimpang dari ciri-ciri umum
rakyat kebanyakan. Tingkah laku menyimpang secara sosial tadi juga
disebut sebagai diferensiasi sosial, karena terdapat diferensiasi atau
perbedaan yang jelas dalam tingkah lakunya, yang berbeda dengan ciri-ciri
karakteristik umum, dan bertentangan dengan hukum, atau melanggar
peraturan formal.3

Kaitannya dengan pola tingkah laku masyarakat yang
menyimpang secara sosial dan tidak teratur atau segala bentuk tingkah
laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum dan
bertentangan dengan hukum. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan
bersama- sama. seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam
masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing
memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu.

Yang kita lihat sebagai tatanan dari luar, pada hakikatnya di
dalamnya terdiri dari suatu kompleks tatanan, atau kita bisa menyebut
tentang adanya tatanan yang terdiri dari sub-sub tatanan. Sub-sub tersebut
adalah : kebiasaan, hukum dan kesusilaan. Apa yang biasa dilakukan
orang-orang itulah yang kemudian bisa menjelma menjadi norma
kebiasaan melalui ujian keteraturan, keajegan dan kesadaran untuk
menerimanya sebagai kaidah oleh masyarakat.Kaitannya dengan masalah

penyakit masyarakat ini B. Simandjuntak menjelaskan tentang terjadinya

2Ipid, him. 4-5.
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penyakit masyarakat tersebut, bahwa masyarakat memiliki beberapa unsur
yaitu moral, politik, ekonomi, pendidikan, hukum, agama, kebudayaan,
filsafat, dan sebagainya. Unsur ini biasa juga disebut institusi sosial.
Institusi ini bekerja dalam suatu sistem.

Dalam perubahan sosial yang lambat institusi ini berubah dalam
keadaan saling menyesuaikan keadaan. Dalam kondisi serasi itu individu
mudah menyesuaikan diri dalam berbagai institusi. Tetapi tidak selamanya
kondisi tersebut demikian. Dalam perubahan sosial yang cepat tiap
institusi berjalan saling tidak serasi, saling tidak menyesuaikan diri.
Ketidakserasian ini  menimbulkan ketegangan sehingga individu
mengalami kesulitan mengadakan penyesuaian diri dalam hubungan
sosial.

Dengan demikian masyarakat berkondisi sakit atau abnormal
atau disebut telah terjadi ketidakserasian. Gillin merumuskan bahwa
patologi sosial ialah terjadinya maladjustment yang serius di antara
berbagai unsur dalam keseluruhan konfigurasi kebudayaan sedemikian
rupa sehingga membahayakan kelangsungan hidup suatu kelompok sosial
atau secara serius menghambat pemuasan kebutuhan asasi anggota

kelompok yang mengakibatkan hancurnya ikatan sosial mereka.?*

2AGatjipto Rahardjo, IImu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), him. 13.
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BAB |11

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial dan Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja, yang beralamat di Jl. Willem Iskandar No. 11, Kec.
Panyabungan, Kab. Mandailing Natal. Penelitian juga dilakukan terhadap
masyarakat yang melakukan pelanggaran Perda nomor 7 tahun 2003di
Kecamatan Panyabungan Kota.
Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 19 sampai 21 Juni 2018 di
Kantor Dinas Sosial dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, yang beralamat
di JI. Willem Iskandar No. 11, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal
pada jam 09.00 sampai 11.30 WIB.
B. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian
kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dan prilaku yang daat diamati. Menurut
Kirk dan Miller mendefenisikan penelitian kualitatif sebagai suatu tradisi
tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung
dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam

peristilahannya.’

!Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakary, 2006),
him. 4.
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Penelitian kualitatif ini adalah suatu proses menemukan pengetahuan
yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang
dapat diamati. Alat pengumpul data utama adalah manusia (peneliti atau
dengan bantuan orang lain) yang mana bertujuan untuk mengumpul data
mengenai problematika penegakan peraturan daerah Kabupaten Mandailing
Natal tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat.

. Informan Penelitian

Untuk memperolen data atau informasi maka dibutuhkan
informan.Informan adalah orang yang akan diwawancarai, dimintai informasi
olen peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan
memahami data informasi atau objek penelitian. Pengambilan sampel terhadap
informan dilakukan berdasarkan purposive sampling. Purposive sampling
adalah penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek
didasarkan pada tujuan tertentu.

Informan pada penelitan ini melibatkan beberapa pihak terkait
diantaranya adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal Bagian
Bidang Rehabilitas Sosial ibu Kholidah Nur, S.Ag, MA, Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal Ahmad Duroni Nasution, SP,
MM, Kepala Bagian Hukun Mandailing Natal Muhammad Riski SH, MH,
Penjual Minuman Keras, Pembeli Minuman Keras, Pelaku zina, Pemilik

tempat kafe dan hotel.
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Untuk menentukan informan sebagai sumber informasi dari penelitian
ini informan menentukan berdasarkan tujuan tertentu, dengan memenuhi
syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu;

1. Pengambilan sampel harus berdasarkan ciri-ciri, sifat-sifat, atau
karakteristik yang merupakan ciri-ciri populasi.
2. Subjek yang diambil sampel benar-benar merupakan subjek yang paling
banyak mengandung ciri-ciri yang dalam populasi.
3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi
pendahuluan.?
D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari data
primer, yakni data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara
dan dokumentasi untuk penelitian kualitatif atau penyebaran angket untuk
penelitian kuantitatif. Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif
maka jenis dan sumber data ini terdiri dari tiga sumber yaitu data primer, data
sekunder, data tersier.

1. Bahan data primer
Bahan data primer yaitu bahan data yang mengikat yaitu
peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan denganpenyakit
masyarakat. Sumber primer merupakan aturan yang tertulis dalam hal

mengenai perilaku manusia yang diberlakukan negara.® Karena bahan

2Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka
Cipta, 2006), him. 128.

3L. Cohen, Morris. Sinopsis Penelitian llmu Hukum (Jakarta : Raja Grafindo Persada.
1995) him. 1.
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hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat mengikat,
antara lain terdiri dari :
a. UUD 1945,
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
¢. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Kepolisian Negara tentang penyakit masyarakat;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 tahun 2003
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat;
e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dalam
mencegah Penyakit Masyarakat.
. Bahan data sekunder
Untuk memberikan penjelasan dalam hal mengenai bahan- bahan
data primer, seperti misalnya bagaimana pelaksanaan peraturan daerah
Mandailing Natal nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan
pemberantasan penyakit masyarakat, apa saja tindakan yang dilakukan
untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Mandailing
Natal, apa saja faktor penyebab semakin maraknya pelanggaran penyakit
masyarakat.
. Data tersier
Data tersier adalah data lain yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti hasil

penelitian, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel
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di internet dan bahan-bahan lain yang sifatnya karya ilmiah berkaitan
dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.
Instrumen Pengumpulan Data

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan merupakan penelitian
empiris atau lapangan, maka pengumpulan data dilakukan dengan melakukan
penelitian langsung diKantor Dinas Sosial dan Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja di Kantor Bupati Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
dengan objek penelitian yang jelas.

Instrumen yang dilakukan dalam pengumpulan data ini adalah untuk
mengetahui efektivitas peraturan daerah Mandailing Natal nomor 7 tahun
2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakatdengan
melakukan wawancara kepadapihak yang terkait dengan masalah yang diteliti
untuk mengetahuiefektivitas peraturan daerah Mandailing Natal nomor 7
tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat.
Instansi yang melaksanakan penegakan Perda adalah sebagai berikut Kepala
Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal Bagian Bidang Rehabilitas Sosial
ibu Kholidah Nur, S.Ag, MA, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Mandailing Natal Ahmad Duroni Nasution, SP, MM, Kepala Bagian Hukun
Mandailing Natal Muhammad Riski SH, MH, Penjual Minuman Keras,
Pembeli Minuman Keras, Pelaku zina, Pemilik tempat kafe dan hotel.
Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi

data (mengkategorikan data), penyajian data dan penarikan kesimpulan.
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Sehingga penelitian yang dilakukan dapat menjawab masalah yang kita hadapi

dalam penelitian tersebut, hingga dapat dianalisis untuk ditarik kesimpulan.*
Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian adalah

sebagai berikut:

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian.

2. Suatu teknik umum bagi ilmu pengetahuan.

3. Cara tertentu untuk dapat melaksanakan suatu prosedur.®

. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau lapangan dengan
mengkaji atau menganalisis data-data yang didapat dalam penelitian melalui
wawancara dan dokumentasi dengan sumber data seperti undang-undang,
buku, jurnal dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang efesien dan
sempurna sesuai dengan yang diharapkan.

Metode analisis yang dipakai adalah deskriprif kualitatif, yaitu analisa
yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau
kalimat, kemudian dipisahkan menurut Kkategori untuk memperoleh
kesimpulan.®
. Teknik Keabsahan Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat
kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena

tentang apa yang dialami oleh subjek holistik dengan cara deskripsi dalam

4Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), him. 178.
SSoerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 1986) , him. 5.
®Ibid , him. 182.
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bentuk kata-kata dan naratif dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan
dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan
keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan
yang salah, demikian pula menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang
benar. Kebenaran atau validitas harus dirasakan merupakan tuntutan yakni
deskriptif,interpretasi dan teori dalam penelitian kualitatif. Untuk menetapkan
keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik
pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu yaitu:

1. DerajatKepercayaan
Pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari non
kualitatif. Fungsinya untuk melaksanakan sehingga tingkat kepercayaan
penemuannya dapat dicapai dan kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan
jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.
2. Kebergantungan
Kebergantungan merupakan substitusi istilah rehabilitas dalam
penelitian non kualitatif, yaitu bila ditiadakan dua atau beberapa kali
pengulangan dalam kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama.
Sedangkan dalam penelitian kualitatif sangat sulit mencari kondisi yang
benar-benar sama. Selain itu karena faktor manusia sebagai instrument,

faktor kelelahan dan kejenuhan akan berpengaruh.
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3. Kepastian
Pada penelitian kualitatif kriteria kepastian atau objektifitas
hendaknya harus menekankan pada datangnya bukan pada orang atau
banyak orang.’Selain itu, dalam keabsahan data juga dilakukan proses
trigulasi. Tringulasi diartikan sebagai sumber dengan berbagai cara dan
waktu, sehinggaa triangulasi dapat kelompokkan dalam tiga jenis yakni,

triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data dan triangulasi waktu.®

"Masri Singarimbun, Sopian Effendi, Penelitian Survey (Jakarta: P3ES, 1989), him. 63.
8Lexy J. Moleong, metodologi penelitian kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
1999), him. 178.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal.Mandailing
Natal sering juga disebut denganMadina. Mandailing Natal adalah sebuah
kabupaten di Sumatera Utara, Indonesia. Sebelum Mandailing Natal menjadi
sebuah Kabupaten, wilayah ini termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah
terjadi pemekaran, dibentuklah Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998, secara formal diresmikan oleh
Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999.*

Secara Geografi Kabupaten Mandailing Natal terletak pada 0°10°- 1°50
Lintang Utara dan 98°10°-00°10° Bujur Timur dengan rentang ketinggian 0 -
2.145 m di atas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal
+6.620,70 km? atau 9,23 persen dari wilayah Sumatera Utara dengan batas-

batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara Kabupaten Tapanuli Selatan
Sebelah Selatan Kabupaten Pasaman
Sebelah Barat Samudera Indonesia
Sebelah Timur Kabupaten Pasaman Barat

Pertumbuhan Jumlah Penduduk di Kabupaten Mandailing Natal yang

setiap tahunnya mengalami perkembangan berdampak pula dengan

Edi Nasution, Tulila: Muzik Bujukan Mandailing (Areca Books, 2007), him. 21.
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perkembangan ekonomi yang berakibat semakin banyak timbul permasalahan
di dalam masyarakat. Sehingga peningkatan dan perkembangan tersebut
berakibat terhadap semakin maraknya pelanggaran penyakit masyarakat.
Penyakit masyarakat adalah fenomena sosial yang sudah ada sejak manusia
diciptakan. Penyakit masyarakat selalu aktual untuk dibicarakan dikarenakan
selalu senantiasa ada ditengah-tengah kehidupan kita. Penyakit masyarakat
merupakan permasalahan yang sangat kompleks.

Problem penyakit masyarakat di Kecamatan Panyabungan Kota
sebagai ibu kota Kabupaten Mandailing Natal berkembang seiring
perkembangan ekonomi dan pembangunan dan teknologi yang semakin
modren. Keberadaan penyakit masyarakat khususnya prostitusi, minuman
keras telah menimbulkan keresahan oleh masyarakat kabupaten Mandailing
Natal khususnya di kecamatan Panyabungan Kota.

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang pemerintah daerah. Hal ini meyakinkan bahwa peraturan daerah yang
selanjutnya disebut Perda mempunyai tendensi yang kuat untuk menjawab
kebutuhan konkrit dan faktual tentang permasalahan yang muncul di tengah
masyarakat.?Pengertian Perda menurut UU 28 Tahun 2009 Pasal 1 Perda
adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi
dan/atau daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan kepala daerah.’

Berlandaskan pada hukum positif di Indonesia, dimana pengaturan

mengenai penegakan hukum masalah sosial atau masyarakat selain

Kuntana Magnar, Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Adminstratif
(Bandung: CV. Armico, 1984), him. 24.
*Sujamto, Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), him.118.
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diselenggarakan oleh pemerintah pusat juga diselenggarakan secara otonom
pengaturannya kepada pemerintah daerah. Perda adalah salah satu bentuk
kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur ketentuan-
ketentuan tertentu di daerah yang dapat memuat sanksi-sanksi sebagaimana
layaknya undang-undang namun sanksi tersebut bersifat limitatif. Beberapa
pengaturan daerah tersebut berwenang untuk membuat peraturan daerah untuk
mengatasi persoalan sosial masyarakat di daerah masing-masing.*
B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
Dalam menanggulangi penyakit masyarakat di Mandailing Natal
dalam hal ini pemerintah Mandailing Natal membuat aturan berupa peraturan
daerah yang dapat mengontrol penyakit masyarakat di Mandailing Natal.
Langkah untuk menanggulangi permasalahan penyakit masyarakat,
Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal membuat peraturan daerah yang
dapat mengatur tentang permasalahan penyakit masyarakat dalam Perda
Nomor 7 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Masyarakat dan Perda ini sudah ditetapkan oleh bupati Mandailing Natal
ditetapkan sejak tanggal 4 Agustus tahun 2003.°
Dalam Perda tersebut diatur macam-macam penyakit masyarakat yang
meliputi perzinaan dan tindakan yang mengarah perzinaan, perjudian,
minuman keras, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, dan

segala bentuk penyiaran dan tayangan porno dan pornografi. Proses

*Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum (Jakarta: Kencana, 2004), him. 35.
*Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 tahun 2003 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.
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penyebarluasan peraturan daerah dilakukan dengan cara sosialisai di

lingkungan masyarakat dan sekolah.

1. Macam-Macam Bentuk Sosialisai Peraturan Daerah Mandailing Natal
Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit Masyarakat

Perda ini telah disosialisasikan kepada masyarakat dilakukan
dengan beberapa cara sebagai berikut:
1. Penerbitan di media cetak seperti koran, selebaran dan baliho,
2. Penyebaran informasi melalui media suara/radio,
3. Penyuluhan.®

2. Proses Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Mandailing Natal
Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit Masyarakat

Proses sosialisasi melalui media cetak dilakukan dengan beberapa
cara yaitu membuat surat edaran di tempat-tempat umum dalam bentuk
selebaran, penerbitan di media cetak koran selama tiga bulan berturut-turut,
membuat baliho yang berisi tentang peraturan daerah mandailing Natal
Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Masyarakat.

Penyebarluasan juga dilakukan melalui media suara/radio untuk
mempermudah penyebaran secara menyeluruh tentang peraturan daerah

Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan

®Wawancara Dengan Muhammad Riski M.H Kepala Bagian Hukum di Kantor Bagian
Hukum Mandailing Natal tanggal 28 Desember 2017.
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Pemberantasan Penyakit Masyarakat dengan cara memberikan informasi
bahwa ada peraturan daerah yang mengatur tentang penyakit masyarakat
yang melarang melakukan tindakan meliputi perzinaan dan tindakan yang
mengarah perzinaan, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan narkotika
dan obat-obatan terlarang, dan segala bentuk penyiaran dan tayangan porno
dan pornografi.

Selain dalam bentuk pemberitahuan/informasi sosialisasi juga
dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan di tengah-tengah masyarakat
dan sekolah-sekolah. Sosialisai di dalam masyarakat dilakukan di setiap
kantor camat di dua puluh tiga kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal.
Sosialisasi dilakukan di sekolah, dilakukan di tiga Sekolah Menengah Atas
dari setiap kecamatan yang terdiri dari dua ribu peserta didik.

Dalam hal pelaksanaan dan pengawasan Perda ini pemerintah juga
dibantu oleh polisi, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, Komisi Perlindungan Anak. ’

C. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Mandailing Natal Nomor 7
Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Masyarakat

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan daerah
Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Penyakit Masyarakat apakah peraturan daerah tersebut sudah

"Ibid, Jam 14.00 WIB.



54

efektif atau tidak efektif dapat dilihat dari pelaksanaan razia dan bagaimana
pelaksanaan pembinaan.
a. Pelaksanaan Razia
Untuk memperjelas bagaimana keefektifitasan pelaksanaan
Peraturan Daerah Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, peneliti melakukan
wawancara dengan beberapa instansi yang terkait. Instansi yang terkait
yang diwawancarai diantaranya ialah kantor Satuan Pamong Praja
Kabupaten Mandailing Natal wawancara dilakukan dengan bapak Ahmad
Duroni Nasution, SP, MM selaku Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten
Mandailing Natal yang melaksanakan tugas razia bagi masyarakat yang
melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Mandailing Natal
Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Masyarakat.
Dari hasil wawancara dengan bapak Ahmad Duroni Nasution, SP,
MM selaku Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal
beliau mengatakan bahwa upaya penindakan bagi masyarakat yang
melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Mandailing Natal
Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Masyarakat khususnya di daerah Kecamatan Panyabungan Kota sudah
dijalankan secara maksimal oleh instansi Satuan Pamong Praja Kabupaten
Mandailing Natal. Beliau mengatakan hal ini dapat dilihat dari rutinnya

dilakukan razia setiap hari. Razia dilakukan dua puluh lima hari dalam
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kurun waktu satu bulan. Pelaksanaan razia dilaksanakan dalam dua waktu
yang berbeda yaitu razia pada siang hari dan razia pada malam hari, razia
pada malam hari dilakukan di atas jam dua belas malam. Dalam waktu
tertentu juga dilakukan razia gabungan yang melibatkan instansi lain
seperti TNI dan Kepolisian.?

Beliau juga mengatakan dari hasil razia rutin yang dilakukan oleh
Satuan Polisi Pamong Praja masih banyak ditemukan masyarakat yang
melakukan pelanggran terhadap Peraturan Daerah Mandailing Natal
Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Masyarakat khususnya di daerah Kecamatan Panyabungan Kota sebagai
pusat kota Kabupaten Mandailing Natal. Dari hasil rekapitulasi yang
dilakukan oleh kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing
Natal pelanggaran yang terjadi terhadap peraturan daerah ini.’

Dari beberapa macam penyakit masyarakat yang terdapat di dalam
Peraturan Daerah Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat minuman keras dan
perzinaan yang menjadi sampel penelitian ini, beliau juga mengatakan
bahwa pelanggaran ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Untuk melihat peningkatan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah
Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit Masyarakat, berikut merupakan tabel rekapitulasi

hasil penangkapan dari razia rutin yang dilakukan oleh Satuan Pamong

Wawancara Dengan Ahmad Duroni M.H Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal taggal 19 Juni 2017.
*Ibid, Jam 14.30 WIB.
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Praja Kabupaten Mandailing Natal sari tahun 2015 sampai tanggal 11 Juli

tahun 2018.
NO TAHUN JUMLAH KASUS
1. 2015 42
2. 2016 49
3. 2017 104
4. | Sampai tanggal 11 Juni 2018 65

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang

terjadi terhadap Peraturan Daerah Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dari tahun

2015 sampai tanggal 11 juli 2018 mengalami peningkatan. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Mandailing Natal Nomor 7 Tahun

2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat belum

berjalan seperti yang diharapkan atau tidak efektif.'

Dari data jumlah pelanggaran yang terjadi, kasus pelanggaran

minuman keras juga mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai 4

April 2018. Dapat dilihat dari tabel data berikut ini:

NO TAHUN JUMLAH KASUS
1. 2015 9
2. 2016 12

¥Hokumen Data Dinas Sosial Mandailing Natal Tentang Pelaksanaan Pembinaan Kasus

Prostitusi .
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3. 2017 27

4. 4 April 2018 9

Dari tabel di atas dapat disimpulkan pelanggaran minuman keras
tiap tahun mengalami peningkatan. Kasus minuman keras yang dimaksud
ini termasuk dalam pelanggaran jual beli minuman keras. Dalam
menanggulangi kasus jual beli minuman keras ini pemerintahan
Mandailing Natal khususnya Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan
pemberantasan dengan bekerja sama dengan masyarakat. Masyarakat yang
melaporkan telah terjadi jual beli minuman keras di suatu tempat akan
dilindungi oleh pemerintah dan diberi imbalan sewajarnya. Namun,
meskipun sudah dilakukan pemberantasan seperti itu fakta yang terjadi
dilapangan masih banyak masyarakat yang melakukan jual beli minuman
keras secara tersembunyi. Penjual minuman keras menyembunyikan
minuman ini di tempat-tempat yang tidak dapat di duga. Dari hasil razia
yang dilakukan beberapa tempat disimpannya minuman keras ini di tempat
yang jarang dilewati oleh masyarakat seperti di semak belukar.™

b. Pembinaan

Instansi yang terkait lain yang menangani permasalahan penyakit
masyarakat ini ialah Kantor Dinas Sosial. Wawancara dilakukan dengan
ibu Kholidah Nur, S.Ag, MA selaku Kepala Dinas Sosial Bidang

Rehabilitasi Kabupaten Mandailing Natal yang yang melaksanakan tugas

“Dokumen Rekapitulasi Kasus Penyakit Masyarakat Kantor Satuan Pamong Praja
Kabupaten Mandailing Natal.
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pengajuan rehabilitas dan pembinaan bagi masyarakat yang melakukan
pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Mandailing Natal Nomor 7 Tahun
2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
terutama yang melakukan perzinaan.

Kasus perzinaan di Mandailing Natal khususnya Kecamatan
Panyabungan Kota semakin marak terjadi. Hal ini dapat dilihat dari data
yang diperoleh kasus yang ditangani Dinas Sosial tentang permasalahan

perzinaan dari tahun 2016-2018 sebagai berikut yang semakin meningkat:

NO TAHUN JUMLAH KASUS
1. 2016 19
2. 2017 21
3. Sampai 11 Juli 2018 19

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa setiap tahun masyarakat
yang melakukan pelanggaran perzinaan mengalami peningkatan.
Sehingga perlu dilakukan penanggulan yang serius terhadap permasalahan
penyakit masyarakat ini. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Mandailing
Natal hanya melakukan pembinaan dalam menanggulangi permasalahan
perzinaan ini.'?

Dalam hal pembinanaan juga dilaksanakan dengan instansi terkait
lainnya seperti kantor Pemberdayaan Perempuan, Komisi Perlindungan

Anak, Dinas Kesehatan. Komisi Perlindungan Anak dibutuhkan pada saat

2Dokumen Rekapitulasi Penyelesaian Kasus Penyakit Masyarakat Kantor Dinas Sosial
Kabupaten Mandailing Natal.
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yang melakukan pelanggaran anak di bawah umur. Kategori dibawah
umur yang dimaksud yaitu yang belum berumur delapan belas tahun
termasuk anak yang ada di dalam kandungan ini sesuai dengan undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam
undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi juga
disebutkan anak adalah seseorang yang belum berumur delapan belas
tahun.*®

Dari hasil wawancara beliau mengatakan dalam hal permasalahan
rehabilitas belum bisa ditangani langsung oleh pemerintahan Kabupaten
Mandailing Natal karena tempat rehabilitasi di provinsi Sumatera Utara
yang memadai yang didirikan pemerintah dibawah naungan Kementrian
Sosial RI hanya Pantai Sosial Pamardi Putra Insyaf yang beralamat di Lau
Bakeri Provinsi Sumatera Utara. Dan kuota untuk setiap daerah untuk
rehabilitasi di tempat ini sangat minim karena banyaknya permohonan
rehabilitasi dari berbagai daerah di Sumatera Utara.

Selain rehabilitasi bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran
kasus perzinaan dilakukan juga pembinaan. Dalam melaksanakan
pembinaan Dinas Sosial masyarakat yang melakukan pelanggaran akan
didampingi oleh keluarga dan kepala lingkungan tempat tinggalnya,
pembinaan dilakukan bertujuan agar masyarakat yang melakukan
pelanggaran di nasehati agar tidak mengulangi perzinaan lagi. Yang

dimaksud pelanggaran dalam hal perzinaan disini adalah berduan laki-laki

¥Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang fornografi
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dan perempuan yang bukan muhrim di hotel, tempat-tempat hiburan
seperti karaokean, kafe, dan kos-kosan.

Macam-macam pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial yaitu
dengan melakukan pembinaan mental, dengan menasehati agar tidak
mengulangi perbuatannya lagi dan melakukan pelatihan keahlian untuk

menunjang perekonomianya.

D. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya Peraturan Daerah

Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 tahun 2003 Tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Dari hasil wawancara dengan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan

Dinas Sosial di Kabupaten Mandailing Natal ada beberapa faktor yang

menyebabkan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 tahun

2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat tidak

efektif. Berikut faktor-faktor penyebab peraturan daerah tersebut tidak

terlaksana secara efektif:

1.

Faktor ekonomi, faktor ekonomi menjadi salah satu yang paling utama
karena lapangan pekerjaan yang sangat minim sehingga masyarakat

menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya.**

. Kurangnya pengawasan dari orangtua yang sibuk bekerja. Karena sebagian

besar yang melakukan pelanggaran ini adalah anak-anak yang masih jadi

tanggung jawab orangtua yang belum menikah.*

Y“wawancara dengan Penjual Minuman keras tanggal 22 Juni 2017.
Wawancara Dengan Kholidah Nur MA Kepala Bagian Rehabilitasi Sosial di Kantor

Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal tanggal 20 Juni 2017.
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3. Sikap mental pada individu akan sangat mempengaruhi seseorang untuk
melakukan tindakan-tindakan menyimpang. Sikap mental yang merasa
tidak  pernah malu melakukan  sebuah kesalahan  akan
menyebabkanseseorang akan terus berbuat menyimpang.

4. Sosialisasi yang tidak merata oleh pemerintah terhadap Peraturan Daerah
Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 tahun 2003 Tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, sehingga masih banyak
masyarakat yang tidak mengetahui tentang peraturan daerah tersebut

5. Tidak adanya sanksi yang tegas di dalam peraturan daerah bagi masyarakat
yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing
Natal Nomor 7 tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit Masyarakat. Dimana di dalam Perda dalam menetapkan sanksi
sesuai dengan BAB VI Ketentuan Sanksi yang isinya “pelanggaran
terhadap ketentuan Perda dapat di ancam sesuai dengan ketentuan undang-
undang yang berlaku. Sehingga tidak ada snksi yang tegas yang ditetapkan
pemerintah sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang

melakukan pelanggaran.®

®\Wawancara Dengan Ahmad Duroni M.H Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 19 Juni 2018.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang
dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Mandailing Natal nomor 7 tahun 2003
tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat pemerintah
Kabupaten Mandailing Natal sudah melakukan sosialisasi peraturan daerah
ini dengan cara penerbitan di media cetak, penyebaran melalui media
suara seperti radio, melaksanakan penyuluhan di lingkungan msyarakat
dan sekolah. Proses sosialisasi dilakukan dengan beberapa cara yaitu
membuat surat edaran penerbitan di media cetak koran selama tiga bulan
berturut-turut, membuat baliho yang berisi tentang peraturan daerah
mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit Masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan belum
merata sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui
tentang Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 tahun
2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

2. Peraturan Daerah Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat belum berjalan
secara efektif hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus pelanggaran penyakit

masyarakat terutama minuman keras dan perzinaam setiap tahun semakin
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meninggkat di daerah Kecamatan Panyabungan Kota. Meskipun razia
telah dilakukan secara rutin yaitu dua puluh lima hari dalam kurun waktu
satu bulan namun masih banyak ditemukan masyarakat yang melakukan
pelanggran terhadap Peraturan Daerah Mandailing Natal Nomor 7 Tahun
2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
khususnya di daerah Kecamatan Panyabungan Kota sebagai pusat kota
Kabupaten Mandailing Natal.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya peraturan daerah ini
adalah faktor ekonomi, karena lapangan pekerjaan yang sangat minim
sehingga masyarakat menghalalkan segala cara untuk memenuhi
kebutuhannya, kurangnya pengawasan dari orangtua, tidak adanya sanksi
yang tegas di dalam peraturan daerah bagi masyarakat yang melakukan
pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7
tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat,
sosialisasi yang tidak merata sehingga masyarakat masih banyak yang
belum mengetahui tentang peraturan daerah tersebut dan mematuhinya.

B. Saran
Perlu dilakukannya sosialisasi merata bagi seluruh masyarakat, agar
masyarakat mengetahui tentang Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing

Natal Nomor 7 tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Masyarakat dan mematuhinya sehingga peraturan daerah tersebut berjalan

secara efektif, memberikan pelatihan keahlian kerja bagi masyarakat yang

melakukan pelanggaran untuk menunjang perekenomianya.
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